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Penyusunan PMK Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021
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Q Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit
\SE5/ DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB)J)

' ;* KEMENTERIAN KEUANGAN

Catatan:

Semula Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau
anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan
Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka
tidak diberikan honorarium dimaksud.

Menjadi

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah
menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan
barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan
setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota
Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ
mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal
sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)
per orang per tahun.




. ¥/ KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Pejabat
Fungsional
‘ Honorarium Penanggung Jawab
Pengelola Keuangan
‘ Honorarium Pengelola Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)

CATATAN

Di Bidang

Perbendaharaan
‘ Honorarium Penanggung Jawab
Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja
yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
Honorarium Pengelola Sistem
Akuntansi Instansi (SAIl)
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Dalam hal pejabat pengelola keuangan telah diangkat menjadi Pejabat Fungsional di Bidang Perbendaharaan,
dapat diberikan honorarium sebesar 40% honorarium yang ada di SBM sesuai pagu DIPA yang dikelola.
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Satuan Biaya Pengadaan
Kendaraan Dinas

CATATAN

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas
sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri ini tidak diperuntukkan untuk
pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai dapat mengacu pada harga
pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Honorarium Tim
Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan Honorarium Satpa m, PengemUdi,
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Petugas Kebersihan' dan Pramubakti
FRUIN G217 Pegawéi Non Aparatur Sipil Negara Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja,
EI) ClloE HHEES Wil mCRYSI CEM dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan
menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan
berdasarkan surat keputusan pejabat yang yang berlaku

berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu
umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak
berupa struktur organisasi tersendiri.




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Pengadaan Bahan Makanan untuk
Narapidana/ Tahanan dan Anak di
Lapas/Rutan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK)
Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
dengan kategori high risk, apabila diperlukan
dapat menggunakan mekanisme pengadaan
makanan siap saji dengan besaran yang sama.

Penyesuaian Pengadaan Makanan ABK
Aktif dan Cadangan pada Kapal Negara

ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara
yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada
posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan
operasi/patroli pengawasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
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Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan
Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi
pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara
dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar
negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya
asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

3 (del N | tidal | | it
I can kelas bicnic.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan
dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai
pengeluaran).

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat
kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/
terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan
sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan
dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai
pengeluaran).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan
Dinas Dalam Negeri



ADAP TASI
KEBIASAAN BARU

Paradigma kerja ASN Flexi Work, Smart Office, Co-Working Space




ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Paradigma kerja ASN Flexi Work, Smart Office, Co-Working Space :

Penggunaan ruang kantor
WFO : WFH semakin efisien

Penggunaan IT meningkat

P
X% AN

biaya operasional biaya operasional belanja jasa internet
kantor berkurang kantor berkurang meningkat

Dampak v

SELERTEIERIE!



OHLINE ONLINE

a Honorarium Narasumber . .
’ <
c<,E) ; Honorarium Moderator . .
—
=
% % Honorarium Pembawa Acara . .
< Z
Honorarium Panitia . .
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Honorarium Kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Pelatihan/Kegiatan Sejenis



OHLINE ONLINE

a @ Honorarium Penceramah . .
<
— M
V) ] Honorarium Pengajar yang
< berasal dari luar satuan kerja
< J
E S penyelenggara
< X
N O Honorarium Pengajar yang
<L Z berasal dari dalam satuan . .
kerja penyelenggara
Honorarium Panitia
Penyelenggara Kegiatan . .
Diklat
KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)



ADAPTASI
NORMAL BARU

KEMENTERIAN KEUANGAN

Honorarium Rohaniwan

@ Honorarium Komite Penilaian
dan/atau Reviewer Proposal dan

Komite Penilaian dan/atau
Reviewer Keluaran Penelitian

Honorarium Pemberi
Keterangan Ahli/Saksi Ahli
dan Beracara

Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan

Pendidikan Pada Lingkup
Pendidikan Tinggi

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

OHLINE

ONLINE

Honorarium Lain-Lain
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BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

Penerima
Besaran
* pegawai an
« Pejabat Setingkat 5a%m o
Eselon III /yang pelaksanaan
setara  kebawah: tugasnya sebagian
200.000 per orang besar
per bulan | membutuhkan
« Pejabat Setingkat komunikasi secara
Eselon | dan online

ITI/yang setara:

* mahasiswa Yyang
400.000 per orang

belajar mengajar

per orang per
bulan

per bulan online

« Mahasiswa dan - « masyarakat yang
Masyf'arakat: terlibat dalam
Maksimal 150.000 \

74

kegiatan  online
/7‘ yang bersifat
insidentil ’ ’

~~ 44



~' KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

PENGENDALIAN PERJADIN, RAPAT,
TIM, DAN HONORARIUM

Tim Pelaksana Kegiatan @

Pembatasan honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

Perjalanan Dinasg

* Penghapusan RDK

= Pembatasan Konsinyering

Belanja perjadin harus di
caping terutama perjadin
dalam rangka rakor, raker,
sosialisasi, workshop
diarahkan cukup melalui

» Pembatasan Snack Rapat

Honorarium®

daring/virtual Pengetatan Kriteria Pemberian

Honorarium

44
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Q KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Satuan biaya paket kegiatan
rapat/pertemuan di luar kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya
kegiatan rapat/pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor dalam
rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu
dilakukan secara intensif dan bersifat
koordinatif yang sekurang-kurangnya
melibatkan peserta dari eselon |
lainnya/masyarakat.

Satuan Biaya Rapat/Pertemuan

di Luar Kantor

Satuan biaya SELGl kegiatan
rapat/pertemuan  di  luar  kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya
kegiatan rapat/pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor dalam
rangka penyelesaian pekerjaan yang
perlu dilakukan secara intensif dan
bersifat koordinatif yang sekurang-
kurangnya melibatkan peserta dari
kementerian negara/lembaga lainnya
yang terkait pelaksanaan tugas dan

fungsi /masyarakat

Q



Q KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pengadaan
makan dan kudapan termasuk minuman
untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat
koordinasi tingkat menteri/eselon |/setara
maupun untuk rapat biasa yang pesertanya
melibatkan  satker  lainnya/eselon |l
lainnya/eselon I lainnya/kementerian
negara/lembaga lainnya/Instansi
Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan
minimal selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon
|/setara adalah rapat koordinasi yang
pesertanya menteri/eselon |/pejabat yang
setara.

Catatan:

Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor
vertikal berdasarkan struktur organisasi.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan
termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik
untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon
|/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya
melibatkan satker lainnya/eselon Il lainnya/eselon |
lainnya/kementerian negara/lembaga
lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan
dilaksanakan secara langsung (offline) minimal
selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon |/setara

adalah  rapat koordinasi yang pesertanya

menteri/eselon |/pejabat yang setara.

Catatan:

1. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor
vertikal berdasarkan struktur organisasi.

2. Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya
dapat diberikan jika melibatkan eselon |
lainnya/kementerian negara/lembaga
lainnya/instansi pemerintah/masyarakat



a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1
(satu) kementerian negara/lembaga.
Pengaturan batasan jumlah tim vyang dapat diberikan
honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat
Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon 1V, pelaksana, dan
pejabat fungsional pada tim dimaksud dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Klasifikasi
Jabatan

Pejabat Negara, Eselon .
selo II, dan Pejabat

Fungsional Utama fvang

setara
Pejabat Eselon III. Pejabat
Eselon IV, pelaksana, dan

pejabat fungsional lainnya

b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian
Negara/Lembaga.

1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian
negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga, Pejabat Eselon I atau KPA.
Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat
Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon
III, Pejabat Eselon 1V, pelaksana, dan pejabat fungsional
pada tim dimaksud paling banyak 3 (tiga) tim.

2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian
Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden.

Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi tim yang
ditetapkan oleh Presiden paling banyak 3 (tiga) tim.

Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

2021

Pengaturan batasan jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan
dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan
bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon |, Pejabat Eselon Il, Pejabat
Eselon lll, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional
pada tim dimaksud dalam satu tahun dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Klasifilcasi

NN

Jabatan

Pejabat Negara, Pejabat Eselon [,
Pejabat Ezelon II, Pejabat Ezelon
111, Pejabat Eselon IV, pelaksana,

dan pejabat fungsional.
Catatan:

Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon | dalam 1
(satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim
tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang,
sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas
kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima)
orang dengan tetap  mempertimbangkan  prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan
informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/
Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/
Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung
(offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan
bukan rekaman/hasil tapping baik di dalam negeri maupun di
luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan
informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/
Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/
Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan
diklat/pelatihan.

Catatan: Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber/ pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik
dilakukan secara panel maupun individual.

2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan
ketentuan:

a. narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi
eselon | penyelenggara; dan/atau

b. narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi
eselon | penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi
eselon | penyelenggara/masyarakat.

3. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam
unit organisasi eselon | penyelenggara, maka diberikan penyelenggara. 1 '
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran 202 \
honorarium narasumber/ pembahas.

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian
honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh)
menit baik dilakukan secara panel maupun
individual.

2. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang
berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga
penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan
kegiatan yang dananya bersumber dari Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium
narasumber dapat dibayarakan sepanjang sumber
pendanaanya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA
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KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

MODERATOR

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas

sebagai moderator pada kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan
Teknis/Workshop/

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di

dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk

untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan

ketentuan:

1. moderator berasal dari luar unit organisasi eselon
I penyelenggara; dan/atau

2. moderator berasal dari dalam unit organisasi
eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
unit organisasi eselon I penyelenggara/
masyarakat.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas

sebagai moderator pada kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan
Teknis/Workshop/

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara
langsung (offline) maupun daring (online) melalui
aplikasi secara /ive dan bukan rekaman/hasil tapping
baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak
termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium moderator dapat diberikan sepanjang
berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga
penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan
kegiatan yang dananya bersumber dari Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. honorarium
moderator dapat dibayarakan sepanjang sumber
pendanaanya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA
penyelenggara.

[ 4
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é'ig KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Honorarium yang diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang melaksanakan tugas memandu acara dalam
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/
melaksanakan tugas memandu acara dalam Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/
kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group
Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta

Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta keglat_an mélr?;]mg_l 3?0 (tlgka B orang gelr
kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian
sepanjang dihadiri lintas unit-eselen negara/lembaga lainnya/ masyarakat baik

Efkementerian negara/lembaga lainnya/ dilaksanakan secara langsung (off/ine) maupun
masyarakat. daring (on/ine) melalui aplikasi secara /ive dan
bukan rekaman/hasil tapping.

Y 2
’ PEMBAWA ACARA




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

2020

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat
yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan
Teknis/Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus
Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup

unit-eselentpenyelenggara/ kementerian

negara/lembaga lainnya/ masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/
Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/
Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/
Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari
nonpegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara
selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran
honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah
peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

<
-
Z
3
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Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan
Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus
Group Discussion/Pelatihan/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta
yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup
kementerian negara/lembaga lainnya/masyarakat serta
dilaksanakan secara langsung (offline).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan
Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus
Group Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan
panitia yang berasal dari nonpegawai Aparatur Sipil Negara
harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada

besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah
peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat)
orang.

[ 4
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PENCERAMAI

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara/Anggota
Polri/TNI  yang memberikan wawasan pengetahuan
dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya
kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan
pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar unit organisasi eselon |
penyelenggara;

| | dari_dal : .. | |

| : L]
yass | Ig cat-d

c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut
digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang
materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon Il ke

atas/setara.
d. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari dalam
unit organisasi eselon | penyelenggara, maka

diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh
persen) dari besaran honorarium penceramah.

Q

[ 4

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada
Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan
wawasan  pengetahuan  dan/atau  sharing
experience sesuai dengan keahliannya kepada
peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan
pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung
(offline) maupun maupun daring (on/ine) melalui
aplikasi secara /ive dan bukan rekaman/hasil
tapping dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar unit kementerian
negara/lembaga penyelenggara;

b. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI, honorarium
tersebut  digunakan untuk  kegiatan
pengajaran diklat Pejabat Eselon II ke

atas/setara.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil

Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada

kegiatan  Seminar/Rapat/Sosialisasi/  Diseminasi/Bimbingan

Teknis/Workshop/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus

Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di

dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk

kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar unit organisasi eselon I
penyelenggara; dan/atau

2. moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon 1
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I
penyelenggara/ masyarakat.

Honorarium Narasumber/ Pembahas
Pakar/Praktisi/Profesional

[ 4
Q
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Satuan  biaya  honorarium  narasumber
pakar/praktisi/profesional merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan honorarium
narasumber/pakar/praktisi/profesional dari luar
lingkup Kementerian Negara/Lembaga
penyelenggara yang mempunyai
keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang

tertentu dalam  kegiatan  seminar/rapat/
sosialisasi/diseminasi/workshop/

sarasehan/simposium/lokakarya/Focus  Group
Discussion/kegiatan sejenis yang

diselenggarakan baik di dalam negeri maupun

di luar negeri yang dilaksanakan secara
langsung (offline) maupun daring (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan

rekaman/hasil tapping.
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Honorarium tim pengelola website dapat diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola
website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Website yang dimaksud disini adalah
yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal
setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola
website tersebut dapat diberikan honorarium tim
pengelola website

Honorarium Tim Pengelola Website

2021

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola website,
berdasarkan  surat  keputusan pejabat yang
berwenang. Website yang dimaksud disini adalah
website yang berisi profile dan informasi
satker yang dikelola oleh kementerian
negara/lembaga, unit eselon I/setara atau
unit vertikal setingkat eselon II di daerah.

[ 4
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Satuan biaya penginapan perjalanan dinas
dalam negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biayamenginap dalam rangka pelaksanaan
perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme
pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Q
4

2021

Satuan Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biayamenginap dalam rangka pelaksanaan
perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban
disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh
PimpinanLembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga
Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan
Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/
penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan
pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi
dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga
Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri
tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan
biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.



U smmemvamon, Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan
2020 satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa
Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus

besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).
Satuan biaya ini diperuntukan bagi:
1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat

kegiatan insidentil merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan

biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 tujuan; atau

(enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar,

besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan

(tidak bersifat terus - menerus). efisien.

Satuan biaya ini diperuntukan bagi: Catatan:

1) Pejabat Negara yang melakukan 1. S:tnuaenmlllocli?ya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan
pgrjalanan dinas dalam negeri di tempat 2. :atugan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini
tujuan; atau adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan 3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas

mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak
tersedia kendaraan dinas serta dilakukan
secara selektif dan efisien.

Q

melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan setinggi-tingginya 150%
(seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4
(empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/ Pimpinan Lembaga setingkat
Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan
’ kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat
at cost

2021
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Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan

bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua)

setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan
secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh
Presiden pada awal pembentukan satuan kerja
mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas
pegawai; dan

2) dalam hal satuan kerja yang pada awal
pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang
mewajibkan  penggunaan  pakaian  dinas
pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat
dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Q
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2021

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan
diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya
dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal
pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan
pakaian dinas pegawai; dan

2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak
terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas
pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah
memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas
harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain
seperti Pakaian Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian
Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (seratus
sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas
pegawai;
PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus
persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas
pegawai.
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{ DIREKTORAT IENDERAL ANMGGARAN Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team
2020 2021
Satuan Biaya Sewa Pengadaan Bahan Makanan untuk Pengadaan bahan makanan untuk rescue
. . Rescue Team adalah pengadaan team adalah pengadaan bahan makanan
Mesin Fotokopi bahan makanan yang diberikan yang diberikan kepada Rescue Team pada
kepada Rescue Team pada saat saat melaksanakan  tugasnya (misal:

Dijadikan satu harga, tidak melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

dibedakan lagi fotocopy penanganan bencana). Catatan:

Khusus untuk Kegiatan  Operasi
Pencarian dan Pertolongan pada saat
melaksanakan tugas operasi pencarian
dan pertolongan pada kecelakaan
penerbangan, kecelakaan pelayaran,
bencana, dan kondisi membahayakan
manusia, apabila diperlukan dapat
menggunakan mekanisme pengadaan
makanan siap saji dengan biaya sebesar
150% (seratus lima puluh persen) dari
besaran pengadaan bahan makanan
untuk rescue team.

analog dan digital
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